
BUPATI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NoMoR 79 rAHUN 2o1e

TENTANG

TATA KELOI,A BADAN I,AYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SELANGIT

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksarakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badart

l,ayanan Umum Daeral Pada Pusat Kesehatan

Masyarakat Selangit Kabupaten Musi Rawas.

Mcngirlgat ;1. Undang-Undalg Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqia Di

Sumatera Selatan (l€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t€ntang

Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapakali diubah, tera-khir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan l:mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20OS tentang

Pedoman PenJrusunan dan Penetapan Standar

Pelayalan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 105, Tambahan

IJmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Feraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Beritr' Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Baden Iayanan Umum Daerah (B€rita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Te tang

Pembentukan dan Suaunart Ferangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Lmbaran

Daerah lGbupaten Musi Rawas Tahun 2016

Nomor 1O).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOIA BADAN

I.AYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT SEIANGIT KABI'PATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten ad.loh Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerinteh Kabupaten adalah Pemerintah lkbupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinag

adalah Dinas Kesehatan Ikbupaten Musi Rawas.

3.

4.

5.

6.



8.

9.

5. Kepala Dinas Kesehatan yarlg selanjutnya disebut

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

6.

7.

Pusat Kesehat€n Masyarakat selanjutnya disebut

Puskesmas adalah Puskesmas Selangit.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya

disingkat UPID adalah Unit Pelalsana Teknis Dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahal yang menjadi kewenangan Daerah.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat

yang digunakan untul( menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatarl, baik promotif, preventif, kuratif

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pel,ayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

maayarakat dan upaya kesehatan perseorangan

tingkat pertama, dengan tebih mengutamakan upaya

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di

wilayah kerjanya.

Badan layarran Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit

Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan

pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan

petrayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungal dan dalam

melalukan kegiatartnya didasarkan pada prinsip

efisiensi dan produktivitas,

1l_
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12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya

disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaart

untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecua-Iian dari ketentuan pengelolaan keuangan

daerah pada umumnya.

13. Pola Tata Kelola Puskesmas adalah atr:ran dasar yang

mengatur tata cara penyelenggaraan Puskesmas.

14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa

gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas

prestasi, pesangon, dan atau pensiun.

15. Kepata adalah Kepala Puskesmas Selangit.

16. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan

keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu

yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku

ulnum.

17. Peningkatan Btatus BLUD adalah meningkatnya

status unit kerja yarrg menerapkan PPK-BLUD

bertahap menjadi unit kerja yang menerapkan PPK-

BLUD penuh.

18. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

selanjutnya disingkat BluD-Puskesmas adalah Unit

Ke{a pada Dinas Kesehatan Kabupaten yang

menerapkan PPK-BLUD.

19. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan

akibat penyakit dan pemulihan kesehatan

perseorangan.
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20. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah

kesehatan dengan sasaran ketuarga, kelompok, dan

masyarakat.

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan

oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup

Ircrencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan,

pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatkaa

aset dalam rangka memperoleh malfaat ekonomis

yang dapat meningkatlan kemampuan BLUD dalam

pelayanan kepada masyarakat.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta

memiliki pengetahuan dan/atau keteranpilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangal untuk melakukan

upaya kesehatan,

Pejabat p€ngelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang

bertanggung jawab terhadap kinerja operasional

BLUD yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat

teknis yang sebutannya disesuaikan dengan

nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang

bersangkutan.

25. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat

penyimpanal uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh

penerimaan pendapatan dan

pengeluaraa BLUD.

pembayaran

26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk

kas yang menambah ekuitas dana lartcar dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kemba-li oleh BLUD.

2t.
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PAR,IF KOCrnii\-ASI

27.

2a.

29.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi

ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang

den/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

Rencana Bisnis darr Anggaran BLUD yang sel,anjutnya

disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis

dan penganggaran tahunan yang berisi program,

lcgiatan, target kinerja, dan anggamn BLUD.

Dokumen Felaksanaan Anggaran BLUD yang

selanjutnya disingkat DPA-BLIrD ada.lah dokumen

yang memuat Fndapatarr dan biaya, proyeksi arus

kas, jumlah dan kualitas barang danatau jasa yang

akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh BLIJD.

Rencara Strategis Bisnis yang sclanjutnya disingkat

Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen 5 (lima)

tahunan yang memuat visi, misi, program strategis,

pcngukuan pencapaian kinerja dan arah kebliakan

operasional BLUD.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya

disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolek

ukur layanan minimaf yang diberikan oleh

Puskesmas kepada masyarakat.

Basis akrual adalah basis akuntensi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa trainnya pada saat

pclayanan terjadi, tanpa memtrrrhatilGn saat kaa

atau sctara kas diterima atau dibayar.

Pralrtik bisnis yang s€hat adalah penyelenggaraan

fungpi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah

menajemen yang baik dalam rangka pemberian

layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

:. :
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32.

31.

33.
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34. Satuan pengawas internal adalah pcrangl<at BLLID

yang bertugas melakukan pengawasan dan

pengendalian intcrnal ddam rangka membarltu

pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja

pclayanan, keuangan, dan pcngaruh lingkungan

sosial sckitarnya (social ,esporlsib@ dafam

menyelenggarakan bisnie sehat.

35. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu

l,eporan keuangan ysng meruPakan gabungan

keseluruhan laporan keuangan entitas ekuntansi

schingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

BAB tr

TATAKEI.oIA

Bagian Kcsafir

Identitas Puskesmas

Pasal 2

Puskeafra3 Selangit merupatan Pugkesmas Rawat Jalsn

yang terletak di Jalan Lintas Sumattra Km.24

Kecamatan Selangit Kab. Musi Rawas, Telp 0823 5844

8E0 l, email puskesmas.selansi@sahoo.com.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Tata lGlola

Pasal 3

(1) Visi Puskc8mas Selangit adalah

'Mewujudkan kescha.tan yang optimal di

wilayah kerja'

(2) Misi Puskesmas adalah;

a. meningkatkan mutu dengnn

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

SDM (Sumber Daya Manusia);

b. meningkatkan sarana dan Prasarana Pcl,uyanan

keBchatan;

c. meningkatlGn peran serta masyarakat di bidang

kesehatan; dan

d. meningkatlsn kesejahteraan pegawai'

- 't
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PARAF ECORI.IIIiASI

(3) Nilai-nifai yang dianut oleh Puskesmas S€langit

adalah:

a. Profesionalisme;

b. Kejujuran;

c. Kcadilan;

d. Ket rbulGan;

e. Kerjasama; dan

f. Pelayanan pelanggan.

(a) PrinsipprinBip Tata Kelola antara lain:

a. Transpaxansi;

b. Akuntabilitas;

c. Responsibilitas; dan

d. lndependensi.

Bagian fetiSB

Tujuan, Tuggs dan Fungsi Puskesmas

Pasal 4

Puslresmas Sclangit merupa&an Unit Felaksana Teknis

Dinas Kesehatan lkbupaten Musi Rawas.

BaAian Keempat

Ttrjuan, Ttrgas dan Fungsi Puskesmas

Pasal 5

(1) Tujuan dari Puskesmas Sclangil

a. mewujudkan masyara.kat yang memiliki pcrilaku

iehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan

kcmampuan hidup schat;

b. mewujudkan yang mamPu

menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;

c. mewujudkan masryarakat yang hidup dalam

lingkungen sehat; dan

d. mewujudkan masyarakat yang memiliki derqiat

keschatan optimal, baik individu, keluarga,

kelompok, dan masl'arakat.

\', l,l-tr .- r r
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(2) Puskesmas mempunyai tugaB melaksanakan

kebiiakan kesehatan untuk mencapai tujuan

pembangunan kes€hatan di wila5rah kerjanya dalam

rangka mendukung terwujudnF kecamatan sehat.

(3) Dalam mel,aksanakan hrgBs scbaAaiEAna dimaksud

dalam ayat (2), Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelengaraan UKM tinEkat p€rtama di wilayah

kerjanya; dan

b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wil,ayah

kerjanya.

Baaian Ke€mpat

Kedudukan Pemerintah Daerah

Pe-sal 6

Peaerintah Kabupatcn Musi Rawaa adalah pemilik

Puskcsmas Selangit.

Pasal 7

(1) Bupati sebagai pimpinan Pemerintah Daerah memiliki

kewajiban sebagai berikut:

a, menjaga pclayanan Putkellnas agar ma8yarakat

tetap memitiki atses pada pelayanan kes€hatan;

b. menjaga kesinambungan pelayanan Puskeamas

scbagai bagian dari pelayanan umum;

c. mengembangkan Puskeamag sesusi dengan

perkembangan ilrau dan tcknologi;

d. melengkapi tenaBa, sarana dan praserana

Puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu

pel,ayanan; dan

e. melakukan pembinaan dan pengewasan kepade

Rrskesmas BLUD melalui Dinag Kesehatan

: P \9.t F 9i''F':::'"i; I
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Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Puskesmas

bertalggungjawab:

a. Grhadap kemajuan dal perkembalgan

Puskesmas sesuai dengan harapan masyarakat;

b. terhadap tercapainya pelayanan yang bermutu di

Puskesmas; dan

c. menutup defisit anggaran Puskesmas yang bukan

karena kesa.lahal dalam pengelolaan yang

dibuktikan dengan audit secara independen.

(2)Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab atas

terjadinya kerugian pasien yang ditimbulkan akibat

kelalaian staf Puskesmas secara berjenjang sesuai

dengan hierarki Pemerintah Daeral.

Pasal 9

Da.lam menjaga tanggung jawabnya, Bupati sebagai

pemimpin Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang

sebagai berikut:

a. menetapkan peraturan tentang tata kelola dan SPM

Puskesmas serta perubahannya;

b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola

dan Pejabat Stnrldural;

c. mengangkat dan memberhentikan fim Penilai dalam

ralgka menilai usulan penetapan atau pencabutan

PPK-BLUD Puskesmas dan penilaian kine{a
Puskesmas;

d. menetapkan tarif layanan Puskesmas BLUD;

e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan

Anggaran Puskesmas;

f. menetapkan sistem remunerasi Pejabat Pengelola dan

Pegawai Puskesmas;

g. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar

ketentuan yang berlaku dan memberikan

penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan

h. kewenangan lain sesuai peraturan perundang-

undangan.

t^
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(21

(3)

BABM

SUSUNAN ORGANISASI PUSKFSMAS

Bagian Kesatu

Strukur OrSanisasi

Pagal 10

(f) Organisasi Puskesnas Selangit terdiri:

a. Kepala Puskesmas;

b. Kepala Sub BaSian Tata Usaha;

c. Penanggungiawab UPaya lGBehatan Masyarakat

(UKM);

d. Penganggungiawab Upaya

Perscorangan (UKfl; dan

I(esehatan

e. Penanggungiawab jaringan pelayanan Puskesmas

dan Jejaring fa8ilitas pelayanan kesehatan.

Bagan etrLlkur organisasi eebagaimana dimaksud

dalam pssal 10 ayat (1) tercantum dslam kmPiran I

Peraturan Bupati ini.

Kepala Puslcesmas meruPakan seorang Tenaga

KcBchatsn dengsn lriteria scbagai berikut:

a. tingkat pendidikan paling rcrdah sarjana (S1) dan

memiliki kompetensi manajemen kesehatan

maErarakat;

b. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun;

dan

c. tcLah mengikuti pelatihan manajemen hr8kesEas.

Kepala Puskesmas bertanggrmgiawab atas seluruh

kegiatan di Puskesmaa.

Dalam melaksanakan tanggung jawab Kepals

Puskcsmas rnerencanakan dan mengusulkan

kebutuhan sumber daya Puskesmas kepa.da Dinas

I(eschatan lkbupaten.

Icpala Sub Bagian Tata Ueaha' membawahi bebcrapa

kegiatan disntaranya Sisteo Informasi Puskesmas,

kepegawaian, rumah tangga, dan kcuangan.

(4)

(51

(6)
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(7) Penanggungiawab UKM Esensial dan KePera$atan

membawahi:

a. pelayanan promosi keschatan termssuk LrKS;

b, pelayanan kesehatan lingkungan;

c. pelayanan XIA-XB yang bcrsifat UKM;

d. pelayanan gizi yang bersifat IrKM;

e. pelayanan pencegahan dan pengcndalian

penyakit; dan

f. pelayanan keperawatan keschatan masyarakat.

(81 Penanggungiawab t XM Fengpmbanga.n membawahi:

a. pelayanan Kesehatan Jiwa;

b. pclayanan Keachatan Gigi Masyarakat

c. pelayananlGschatanftadisionalKomPlcmenter;

d. pclayanan Kesehatan Olahraga;

e. pelayanan Keschatan lndera;

f. pclayanan Kesehatan Lansia;

g, pclayanan lcschatsn lGrja; dan

h. pelayanan tGsehatan Lainnya.

(9) Penanggungianab LrKP, Kcfarmasian, dan

Ia.boratorium membawahi bcberapa kegiatan, yaitu:

pelayanan pemeriksaan umum;

pelayanan kesehatan cigi dan mulut;

pelayanan KIA-KB yang benifat UKP;

pclaJranan gawat darutat;

e. pclayanan gizi yang beraifat U@
f. pelayananpersalinan;

g. pelayanan kefarrrasian;

h. pclayanan laboratorium; dan

i. pelayanan rawat jalan.

(1Ol Jaringsn Pelayanan PKM dan Jaringan Fayankcs

membawahi:

a. puskesmas pembantu;

b. puskesmas keliling;

c, bidan desa; dan

d. jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

a.

b.

c.

d.

,.. . .. L2 
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(11) Puskcsrnas menyelenggara&an uPaya kesehatan

masyamkat tingkat pertama dan upaya keschatan

perteorangan tinglat Pertama.

(12) Upaya kes€hatan dilaksanakan sccara terinteggasi

dan berkcsinambungan.

Bagian Kedua

Pejabat Pengplola

Pasd 11

(1) Pejabat pcngclolia BLUD terdiri atas:

a. Pemimpin BLUD;

b. Pejabat Keuangan; dan

c. Pejabat Tetnis (penganSgung jawab program).

Bagian Ketiga

Pengangkatan Fejabat Pengelola

Pasal 12

(1) Fejabat pcngelola BLUD diangkat dan diberhentikan

oleh Bupa.ti.

(2) Pemimpin BLUD bcrtanggung jawab kepada Bupati

melalui kepala Dinas Kesehatsn.

(3) Pcjabat Keuangan dan Pejabat Teknia BLLJD

bertanggung jawab Kepada Femimpin BLUD.

Bagian Kecmpat

Persyaratan Scbagai Pejabat pengelola

Fasal 13

(t) nenganSkatan dalam jabatan dan penempatsn

pcjabat pcngslola BLt D sebagaimana 't;rnalrsud Pada

pasal 12 ayat (1), ditctapkan berdasarkan kompctensi

dan kebutuhan pralrtik bisnis yang schat.

(2) Itumpetensi aebagaimana dirnak3gd dalam ayat (1),

merupakan kemampuan dan keablian y,an8 irirniliki

oleh pcjabat pengelola BLUD berupa pcngetahuan

ketrrampilan, dan sikap perilaku yang diperhf€n

dalam pelaksanaan tugeE darr jabatannya.
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(3) Kebutuhan praktik bisnis yang schat

dimaksud dalam ayat (1), mcrupakan kcpentingan

BLUD untuk meningkat}an kinerja keuangan dan

non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah

manajemen yang baik.

Pasal 14

(fl Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin

Puskesmas BLt D adalah:

a. tcnaga kcsehatan Strata- I yang

kemampuan, keahlian, int gritas, kcpcmimpinan,

dan diutamakan pengalanan di bidsng

c,

Puskesmas BLt D;

berkelakuan baik dan memiliki dertikaei untuk

mengembangkan usatra guna kemandirian

Pu3kesmas BLUD;

memcnuhi syarat administrasi kepegawaian dan

kualifikasi jabatan;

d. pimpinan Puskesmas BLUD yang bcrasal dari Non

PNS, didasarkan pada basif uji kelayakan dan

kepatutan (ft and popet tes).

e. rnaaa kerja di Puskesrnas minimal 2 (dua) tahun;

dan

f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

(2) Syarat rmtuk diangkat menjadi Fejabat

adalslt:

a. memenuhi krit€ria keahlian, integritas,

kepemimpinan;

b. berlatar belakang pendidikan sarjana' diur"rtaLa'r

bidang kesehatan, ekonomi, dan akuntansi;

c. pejabat Keuangsn BLUD harus berasal dari PNS;

d. masa kerja di puskesmas minimal 2 (dua) tahun;

e. bcrkelakuan baik dan memi[ki dcdikasi untuk

mengembangkan usaha guna kemandirian

keuangan;

b.

I
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f. cakap melskukan perbuatan hukum dan tidak

pemah menjadi pemegang keuangan perusahaan

yang dinyatakan pailit;

g, memenuhi syarat adminitrasi kepegawaian dan

kualilikasi jabatan; dan

h. diutamakan memprmyai latar belakang

pendidikan paling rendah D3 dan mempunyai

pcngalarnan di bidang keuangan atau akuntansi

dan keadministresian.

(3) Sfrat untuk diangkat menjadi Fejabat Tcknis

adalah:

a. mcmenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepenimpinan;

b. berkelakuan baik dan meoiliki dedi&asi untuk

mengembangkan kegiatan ttlmis di bidangnya;

c. memenuhi syamt administrasi kepegawaian dan

kuaffikasi jabatan; dan

d. diutamakan mempunl,ai latar belskang

pcndidikan paling rendah D3 dan mempunyai

pcngafaman di bidang teknis yang menjadi

tanggungiawabnya.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Pejabat Pengelol,R

Pasal 15

(1) PcEimpin BLUD bertangung jawab tcrhadaP

operasional dan keuangan BLUD secara umum.

(2) Pejabat lcuangan BLUD bertangung jawab tcrhadaP

keuangan BLUD.

(3) Pejabet Teknis BLUD bertanggung jawab terhadap

mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan

kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan

sumbcr daya l,ainnya.

I

r- rl'orl.r il
--J5-.-*-1
_t}tl



Bagian Kcenam

Hak dan Kewqiiban Pejabat Fengelola dan Pegawai

Pasal 16

Pejabat pengelola mempunyai hak:

(l) Mcndapatlan rrmunerasi sesuai dengan lrctcntuan

p€raturan perundang-undangan dan kemampuan

keuengan daerah;

(2) Mcngelola sumberdaya sesuai dengan fleksibilitas

yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 17

(U Peminpin BLUD sebaAaimana rlimaksurl dalam Pasal

1l ayat (a), mempunyai tugas dan kcwajiban:

a. mcmimpin, mengarahkan, membina, mengawaai,

mengendalikan, dan

penyeleaggarasn lregiratan BLUD;

b. menyuaun renstra bisnis BLUD;

mengevaluasi

c. menyiapkan RBA;

d. mengusulkan calon pejabat pengelola

dan pejabat tcknis kcpada kepala daerah scsuai

ketentuan;

e. menctapkan [,cjabet lsinnya sesuai kebutuhan

BLUD selain pejabat yanA telah ditetapkan dengan

peraturan penmdang-undangan; dan

f. menyampaikan dan mempertanggungiawabkan

kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada

Bupati.

(2) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud

datam pasal 1l ayat (b), mempunyai tugas dan

kewajiban:

a. mengkoordinasikanpenyusunan RBA;

b. menyiapkan DPA-BLUD;

c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;

d, menyelenggarakan pengelolaan kas;

e. melakukanpengclolaanutang-piutarg;

l P^iill Ii.,,-..l--_-:-.
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f. menlruaun kebijakan pengelolaan baran& aset

tetap, dan investasi;

g. menyelenggarakan sistcm informasi manajemen

kcuangan; dan

h. menyelengarakan akuntansi dan penyuaunan

laporan keusngan.

(3) Pejabat tcknis scbagaimana .tiYnakgud dala"n pesal 1O

ayat (c) mempunyai tugEs dan kewajiban:

a. menJrusun percncanaan kegiatan tcknis

dibidangnya;

b. melaksanal€n kegiatan telnis sesuai RBA; dan

c. memp€rtangungiawabkan kinerja operasional

dibidangnya.

Bagian lGttljuh

Larangan dan Femberhentian Pejabat kngelola dan

Pegawai

PaBal 18

t srangan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLt D non

PNS sctraggi berikut:

a. melakukan tindakan yang dapat menunrnlsn

LehoEnatsn atau martabat pemcrintah kabupatcn;

b. menyalahgrmakanwewenang;

c, mcnjadi perant ra untuk mendapa.tlan kcuntungan

pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan

kewenangian orang lain;

d. mcmitiki, menjual, membeli, menggadailmn,

menyewakan, atau meEinjalrkan barang baik

bergerak atau tidak bergerak' dokumen atau ar.rrat

berharge milik pemerintah kabupatcn secara tidak

sah;
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e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, t€man

scjawat, tcman kerja atau orang lain di dalam

maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan

untuk kermtungan pribadi, golongsn, atau pihak lain,

yang sccara langsrmg atau tidak lsngsung aerwikan
pemerintah kabupateni

melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan

suatu tindakan yang dapet menghalangi atau

mempersulit Balah satu pihak yang dilayani s€hinggu

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

mencdonkan diri sebaggi calon

daerah/DPR/DPD/DPRD;

k"pala

ikut serta dalam kampanye calon Presiden/V/akil

Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;

mernberi dukungan kepada calon lGpala

Daerah/Wakil Kepal,a dacrah, dengen cara tcrlibat

dalam lregiatan kampanye.

Pasal f9

(1) pejabat Pengelola Puskes-a. BLUD diberhentikan

karena:

a. mcninggal dunia;

b. berhafangan sccara tetaP sclama 3 (ti8d bulan

berh[ut-turut;
c. tidak melaksanakan tugas dan kcwajibannya

dengqn baik;

d. melanggar kebiialGn atau ketentuan-ketentuan

lain yanA telah ditetapkan;

e. mengundurkan diri kalena slasan yang Patuq

atsu

f. tcrtibat dalam suatu perbuatan yang melsnggar

hukum.
(2) Pembcrhentian Pejabat Pcngelola Puskesmas BLIrD

yang beraeaf dsri Non Pcganai Negeri Sipil diatur

lebih lanjut dengan Peraturan BuPati.

e.

h.

J.

PAElF IiOORDiNASI ,.-r 
1...



BAB IV

PENGEI.OMPOKAN FUNGSI

Paoal 20

Fungsi pclayanan Pustrcsmae Sclangit didaEarkan pada

fungsi pelayanan yang meliputi UPaya Kesehatan

Masyarekat (UKMI, Upaya lGsehatan FerBcorangan

(tlKPl, Jaringan Pelayanan Puskesmas dsn Jaringan

Fasyankes serta fungpi pendukung pclayanan.

PeBal 21

Fungsi pendukung sebagaimana tersebut pada Pasal 20

meliputi fungsi manajemen puskesmas dan Satuan

Pengawas Internal

Pasol22

(1) TugBs pokok sahrall Pengawas lntemal:

a. mengawasi terhadap pelaksanaan dan oPerasional

BLUD hrske8mas;

b. menilai pengendalian P€ngelolaan dan

pelaksanaan kegiatan BLt D Pusk6mas; dan

c. memberikan ssran perbaikan kepada l(ePala

Puskesrnas,

(2) Funggi Satuan Peng$rras Internal adalah:

a. pelaksana pcngawaean tcrhsdaP segala kegiatan

BLUD Puskesmas keuanaan dan pclayanan;

b. pcnelusuran kebenaran laPoran atau informasi

tcntang pcnyimpangan yang terjadl dan

c. pemantalan tindak lsnjut hasil Fmeriksaan
aPsrat Fngawas fungsional.

(3) Satuan Fengawas Internal dibentuk dan di tetapkan

denggn keputusan lGpala Puske$nas;

(4) Satuart Pcngawas tntcrnal bcrkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmao;

(5) Satuan Pengawas Intemal aiangkat dan

diberhentikan oleh lGpala Puskesrnas.



BAB V

PROSEDUR KER.'A

Pasal 23

(1) Proscdur kerja s€tiap prosca pengclolaan manajerial

dan pelayanan telah didokunentasikan d"lsrrt

*anaar @erating hoe&ne (SOB. SOP merupakan

acuan bagi B€luruh petugas di dalam melaksanakan

pekerjaan. Acuan pelaksanaan pckdaan merupakan

bagian vital dalam pengelolaan Puskesmas dan

diharapkan suatu standar baku dalam

proscs bisnis Puskesrnas schingga pelayanan kepada

s€luruh penguna dapat mencapai standar yarrg

diiryinkan.
(2) Prosedur Kerja scbagaimena dimaksud dalam pada

ayat (1) tercafltum dalam I,ampiran II Peraturan

Bupati ini.

BAB VI

ESEIPMSASI

Pasal 24

(1) Eselonisasi Fejabat Fengelola Pltskcsllas BLt D

disesuaikan dengan ketcntuan peraturan perundang-

undangan,

(2) Jika Pejabat Pengelola Puskesmae BLUD Bebagaimana

dimaksud dal,am ayat (r) berasaf dari Non Fegawai

Negeri Sipil, maka hak-hak yang menyangkut

tunjangan jabatan disBuaikan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



BABVII

PENGEI'I,AAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasd 25

(1) Pcngeiolaan Bumbcr daya manusia scbagaiDarra

.lirnFk$rd merupalkan pengaturan dan kebijakan yang

jelas mengenai sumber daya manusia yang

bemrientasi pada pemenuhan Bccsra kuantitatif dan

kualitatif/kompctfn untuk mendukung pcncapaian

tujuan organhaEi secara efrsien, efektif, dan

produktif.

(2) Sumber daya manusia Puskesmas tcrdiri atas t nega

kes€hatan dall tenaga non kesehatan.

(3) Jcnis dan jurlah trnaga kesehatan drn tenaga non

medis dihitung berdasarkan andisis beban kerja

dengan mempertimbangkan jurnlah pelayanen yang

disclenggarakan, jurDfsh penduduk dan

pcrsebarannya, karaktcristik wilayah kerja' luas

wilayah kerja, ketcrscdiaan fasilitas Pelayanan

kcschatan tingkat pertama lainnya di wilayah kcrja

dan pcmbagian waktu kerja,

(a) Jenis tenaSa kesch,atan paling sedikit terdiri atas:

a. doliiter atau dokter layanan pnimer;

b. dokter sigi;

c. perawat gigi;

d, bidan;

e. tenaga kesehatan masyarakat;

f. t€naga tingkungan kesehatan lingkungan;

g. ahli teknologi laboratorium mcdik;

h, rcnaga Bizi;

i. tcnage kefarmasian; dan

j. pertkam medik.

(5) Tenaga non kcschatan harus dapat mendukung

kegiatan ketatausahaan, administrasi kcuangan,

sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di

hrskesmas.

I
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(6) Tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai

dengan stsndar profesi, standar pelayanan, standar

prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak

pasien, serta mengutamakan kepentingan dan

keselamatan pasien dengan memperhat-ikan

keselamatan dan kesehatan dirinya dalam beke{a'

(7) Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas

harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan mengenai pengelolaan SDM non PNS

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mulai

dari rel(rtmen, seleksi, pengangkatan, Penempatan,

mutasi, promosi, rewaril ptnislanenl sampai dengan

pemutussn hubungan kerja termasuk pensiun'

BAB VIII

REMUNERASI

Pasal 26

(1) Pcjabat pcngelola BLUD dan pegawai BLUD dapat

diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat

tanggungias,ab dan tuntutan profesiona.lisme yang

diperlukan.

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

merupakan imbalan kerja yang daPat berupa gaji,

tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas

preatasi, pesangon dan/atau pensiun.

Rsmunerasi sebagaimala dimaksud dalam ayat (1),

untuk BlUD-Puskesmas ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan usuLan pemimpin BluD-Puskesmas

melalui Kepala Dinas Kesehatan.

(4) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD

mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

a. ukuran (size) dan jurr ah aset yang dikelola

BLUD, tingkat pelayanan serta produldivitas;

b. pertirnbangan persamaannya dengal industri

pelayanan sejenis;

(21

(3)

L
?Qr.



c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan;

dan

d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh

Bupati dengal mempertimbangkan antara lain

indikator keuangan, pelayanan, mutu dan

manfaat bagi masyarakat.

(5) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis

ditetapkan paling balyak sebesar 9oolo (sembilan

puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

(6) Remunerasi bagi pejabat peugelola dan pegawai BLUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihitung

berdasarkan indikator penilaian ;

a. pengalaman dan masa kerja (basic index);

b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku

l@mpetetw indeli
c. risiko keda (risk index);

d. tingkat kegawatdaruatan lemergensg irdexl;

e. jabatan yang disandang (positron inde4; dat
f. hasil/capaiarr ktneqa (perfonnane inde$.

(7) Bagi pejabat pengeloLa dan pegawai BLUD yang

berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti

peraturan perundang-undangan tentang gaji dan

tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan

penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh

Bupati.

(8) Pejabat pengelola yang diberheBtjkan sementara dari

jabatannya memperoleh penghasilan sebesar Soyo

(lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium

bulan terakhir yang trrlaku sejak tanqgaf

diberhentikan sampai dengan ditetapkannya

keputusan definitif tentang jabatan yang

bersangkutan.

(9) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah.

-1
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BAB D(

STANDAR PBLAYANAN MIMMAL

Pasal 27

(1) Unhrk mcnjamin ketcrscdiaart, ketcrjanglauan, dan

kualitas pelayanan umtrm yang diberikan oleh BLUD,

Bupati menetaplGn standar Pelayanan minimal BLUD

dengan peraturan BuPati;

(2) Statrdar pelayanan minimaf sebogaimana dimaksud

pada ayat (U dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD.

(3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud

pada ayat (f) harus mempertimbangkan kualitas

pelayanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan scrta

kemudahan untuk mendapa.tlan layanan.

(4) Stsndar pelayanan minimal hsrus memenuhi

persyaratan:

a. fokus padajenis pclayanan;

b. tcrukur;

c. dapat dicapai;

d. rrlevan dan dapat diandalkan; dan

e. tepat waktu,

(5) Fokus pada jenis pelayanan scbagaimana dimakgud

pada ayat (4) huruf a, mengutamalen kegiatan

pclayanan yang menunjang tcrvujudnya tugas dan

fimgei BLUD.

(6) Terukur scbagaimana dimabud pada ayat (4) huruf

b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat

dinilai sesuai dengan stsndar yang telah ditctapkan.

(7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

hurul c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung

tingkat pencapaisnnya, rasional, scsuai kemampuan

dan tingkat pernanfaatannya,

(8) Relevan dsn dapat diandafkan, sebageimana

dirnaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan

yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk

menunjang tuga8 dan ftrngsi BLUD.
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(9) Tepat saktu ecbagsimana dimaksud pada ayat (4)

huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kcgiatart

pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB X

TARIF IAYANAN

Pasal 2E

(1) BLUD dapet meoutrgut biaya kepada masyaiakat

s€ba8ai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan

yang diberilGn.

(2) Imbalan atas bsrang dan/atau jasa layanan

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ditctapkan

dntnrn bentuk taril yang disusun atas dasar

perhitungan biaya satuan per unit l,ayenan atau ha8il

pcr investasi dana.

(3) Tarif sebsgaimana dimak8ud pada ayat (2), termasuk

imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk

menutup seluruh atau sebagian dari biaya Per unit

layanan.

(4) Tarif layanan s€bagaimana dirrrekeud pada ayat (2),

dapat berupa bessran tarif atau pola tarif sesuai jenis

layansn BLUD yang bersangkutan.

(5) Tarif layanan Bl,UD-Puskesma,s diusulkan oleh

p€mimpin BLUD kepada Bupati mclalui l(cpala Dinas

Kesehatan.

(6) Terif layanan sebaAaimana dimaksud pada ayat (5),

ditctapkan dengan Peraturan Bupa.ti dan

disampaikan kepada pimpinan DPRD.

(4 Penetapan tarif layarran scbogaimana dimaksud pada

ayat (6), mempertimbangkan kontinuitas dan

pengcmbangan layanan, daya beli masyarskat, scrta

kompetisi yarg sehat.

(8) Bupati dslam menetapkan besaran tarif sebageimana

dimaksud pada ayat (6), dapat membentuk tim.

, PAturF I(OCRDINASIL___,._:_ll



(e) Pembentukan tim scbagaimana di1Ylak3ual peds ayat

(8), ditetapkan oleh Bupati yang kcangggtaanya dapat

berasal dari:

a. pembina teknis;

b, pembina keuangan;

c. rmsur perguruan tinggi;

d. lembaga profesi.

Peraturan Bupati mengonai tarif layanan BLUD dapat

rlilelorkaq perubahan scsuai kebutuhan dan

perkembangEn keadaan,

(fl) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud Pada ayat

(10), dapat dilekitL'n secara kescluruhan maupun

per unit layanan.

(12) Prroses perubahan tarif sebagaimana dimahud Pada

ayat (fO) dan ayat (fU, mempcrtimbangkan

kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli

m8syaraf€t, scrta kompctisi yang sehaL

BAB 
'OPENGEIOLAAN KEUANGAN

Bagian l(esatu

FendaPatan

Pa8al 29

(U Pendapatan BLUD dapet bcrsumbcr dari:

a. jase layanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain;

d. APtsD;

e. APtsN; dan

f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah'

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan

sebagaimana di'naLsud pada ayat (1) huruf a, benrpa

inbalan yang diperotreh dari jasa layanan yang

dib€rikan kepada masyarakat.

(10)



(3)

(4)

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah

ssSqgairnaris dimsksud t)ada ayat (11 huruf b, dapat

berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

Hasil kerjasama dengan pihak lain scbagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf c, dapat beruPa

perolehan dari kerjasama operasional, scwa menJrewa,

dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fun8si

BLUD.

Pendqpatan BLUD yang bersumber dari APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huuf d, dapat

berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit

anggaran pemerintah kabupa.ten bul€n dsri kegiatan

pembiayaan APBD.

Pendapatan BLUD yang bcrsumber dari APtsN

sebageinana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat

berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah

dqle"n rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau

tugas pembantuan dan lain-lain.

BLt D dalam melaksanakan angoran dekonsentrasi

dan/atau tugas pembsntuan sebagBimana dimaksud

pada ayat (6), ptoees pengelol,aan keuangan

diselenggarakan sGcara terpisah bcrdasarkan

ketentuan yang berlaku dalam pelakeanaan APBN.

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana

dir:raksud pada ayat (1) huruf f, antara lain:

a. haeil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;

b. hasil pcmanfaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan selisih nilgi tukar rupiah terhadaP

mata uang asing;

f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagBi

akibat dari penjualan dan/ atau pengadasn

barang dan/atau jasa oleh BLUD; dalr

g. hasil investasi.

(s)

(6)
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(8)
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(9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), kecuati yang berasal dari hibah terikat,

dapat dikelola langsung untuk membiaya

pengeluaran BLUD sesuai RBA.

(10) Hibal terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

diperlakukan sesuai peruntukannya.

(11) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f,

dilaksanakan melalui rekenirg kas BLUD dan dicatat

dalam kode rekening kelompok pendapatan asli

daerah pada jenis tain{ain pendapatan asli daerah

yang sah dengan owek pendapatan BLUD.

(12) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (11) dilaporkar kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah setiap triwulan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 30

(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya

non operasional.

l2l Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Biaya non operasional seb aimana dimalsud pada

ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi bebar

BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas

dan fungsi.

(4) Biaya BLUD sebaBaimana dimaksud pada ayat (1),

dialokasiksn untuk membiayai program peningkatan

pel,ayanan, kegiatan pelayanal, dan kegiatan

pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan

kelompok, jenis, program dan kegiatan.

2A i
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(6) Biaya operasional sebaSaimana dimeksud pada ayat

(2), rcrdiri dari:

a. biaya pelayanan; dan

b. biaya umum dan adminiEtrasi.

Biaya pelayanan sebagaimsna dimakud pada ayat (6)

huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang

berhubungan langsung dengan kegiatan pclayanan'

Biaya urnum dan administrasi scbagaimana

dimslrgud pada ayat (6) hurul b, mencakuP sclunrh

biaya operasional yang tidak berhubungan lanSsung

dengan lcgiatan peLayanan.

Biaya pelayanan sebagaimna dimaksud pada ayat (7),

terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jasa pclayanan;

d. biaya pemeliharaan; dan

e. biaya barang dan jasa; dan biaya pelayanan lain-

lain-

(1O) Biaya umum dan administrasi

ayat (8), terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya administrasi kantori

c. iaya pemeliharaan;

d. biaya barang dan jasa;

e. biaya promosi; dan

f. biaya umum dan adminietrasi lain-lain.

(lU Bia5ra non opcrasional sebagaimana dirnaL$rd

ayat (3), terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya adminietrasi bank;

c. biaya kerugian penjualan asct tetap;

d. birya kerugian penurunan nil,ai; dan

e. biaya non operasional lain-lain.

pada

pada

17l
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e. biaya non operasiongl lain-lain.

(12) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 0 huruf

a, huruf b, huruf c, dan huruf I disampaika-n kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwular.

(13) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dilakukan

dengan menebitkan SPM Pengesahan yang dilampiri

dengan Surat Pemyataan Tanggung Jawab (SPTJ);

(14) Pengeluaran Biaya BLUD diberikan fleksibilitas

dengan mempertimbargkan volume kegiatan

pelayanan,

(15) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), merupakan tr engeluaran

biaya yang disesuaikan dan signifrkan dengan

perubahan pendapat€n dalam ambang batas RBA

yang telah ditetapkan secara definitif.

(16) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), hanya berlaku untuk biaya

BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari

APBN/APBD dan hibah terikat.

(17) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), tidak berlaku untuk BLUD

bertahap.

(18) Datam hal terjadi kekurangaa anggaran, BLUD

mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD

kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui

Kepala Dinas Kesehatan.

(19) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(15) ditetapkan dengan besaran persentase.

(20) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(19), ditentukan dengan mempertimbaagkan fluktuasi

kegiatar operasional BLUD.

(21) Besaran persentase sebagaimana dimakeud pada ayat

(2O), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

h
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(22) Persentase ambang batas tertentu sebagaimala

dimaksud pada ayat (19), merupakan kebutuhan

yang dapat diprediksi, daPat dicapai, terukur,

rasional dan dapat dipertanggunqiawabkan.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 31

(1) BLUD meqnlsun Renstra Bisnis BLUD.

(2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup pemyataan visi, misi, program

strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencaaa

pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan

lima tahunan BLUD.

(3) visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan.

(4) Misi sebagaimala dimaksud pada ayat (2) memuat

aeauatu yaJlg harus diemban atau dilaksara.kan

sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi

dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan

berhasil dengan baik.

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai

dengan kurun walmr 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun dengan memPerhitungkan potensi, peluang,

dan kendala yang ada atau murgkin timbul.

(6) Pengukuan pencapaian kine{a sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang

dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil

kegiatan dengan disertai analisis atas faldor-faldor

internal dan eksternal

tercapainya kinerja.

yang mempengaruhi

ik
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(7) Rencana pencapaian lirna tahunan Ecbagaimana

dirnaksud pada ayat (2), memuat rtncana calx.ian

kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

(8) Proyeksi keuajrgan lima tahunan scbagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan

pendapatan capa.ian kinerja tahunan

sela.ma 5 0ima) tahun.
(9) Renstra bisnk BLUD scbagaimana dimaksud pada

ayat (1), dipergunaken sebagai dasar penlrusunan

RBA dan evaluasi kinerja.

(1Ol BLUD menyusrm RBA tahunen yang berpedoman

kepada r€nstra bisnis BLUD.

(11) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(U, disusrm bcrdasarkan prinsip anggaran berbasis

kincrja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis

layanan, kebutuhan pendanaan dan kcmampuan

pendapatan yang diperkirakan akan ditffima dari

masyaral€t, badan lain, APBD, epgN &n sumbcr-

sumber pendapatan BLUD lainnya.

(12) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program

dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada

pengelolaan keuangan BLUD,

(13) RBA sebagaimana rlirnatsud dalam ayat (12),

memuat:

a. kinerja tahun berjalan;

b. asumsi matro dan mikro;

c. target kinerja;

d. analisis dan perkiraan biaya satuan;

e. perkiraan harga;

f. anggaran pendapatan dan biaya;

g. besaran persentase ambaflg batas;

h. prognosa laporan keuangan;

i. perkiraan majt.r lforutad estinatQ;
j. rencana pengeluaran investasi/ modal; dan

k. rindrasan pendapatan dan biaya untuk
konsolidasi dengan RKA-Dinas IGsehatsn/ APtsD.



(141 RBA sebagairnana dimaksud pada ayat (f3), disertai

dengan usulan program, kegatan, standar pelayanan

mininal dan biaya dari keluaran yang dihasilkan.

(15) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (13) huruf a, meliputi:

a. hasil kegiatan usaha;

b. faktor yang mempengaruhi kinerja;

c. perbandingan RBA tahun bcrjalan dengan

realisasi;

d- laporan keuangan tahun berjalan; dan

e. hal-hal lain yang perlu ditindaldanjuti

s€hubungan dengan pencapa.iaa kinerja tahun

berjalan.

(16) Asurtrsi makno dan mikro sebagaimana dimaksud

pada ayat (13) huruf b, antara lain:

a. tingkat inllasi;

b. pertumbufnn ekonomi;

c. nilai kurs;

d. tarif; dan

e. volume palayanan.

(14 Targgt kinerja sebagaimana dtnaksud pada ayat (13)

huruf c, antara lain:

a. perkiraan pencapa.ian kinerja pelayanan; dan

b. perkiraan keuangan pada tahun yang

dircncanakan.

(18) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimena

dimaksud pada ayat (13) huruf d, merupakan

pcrkiraan biaya per unit penyedia bemng dan/ atau
jasa yang diberikan, Betclah

memperhitungfu.n seluruh komponen biaya dan

volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

(19) Ferkiraen harga scbagaimana dirnelrsud pada ayat

(13) huuf e, merupakan estimasi harga jual produk

barang dan/atau jasa setelah mempcrhitungkan

biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan

seperti tercermin dari tarif layanan.

t,r 3l
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(2O) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana ayat

(13) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk

seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam

satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan

dan biaya.

(21) Besaran persentase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf g, merupakal besaran

persentase perubahan anggaran bersumber dari

pendapatan operasional yang diperkenankan dan

ditentukan dengan me mpertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

(22) Prognosa laporan keuangar sebagaimana dimaksud

pada ayat (13) huruf h, merupakan perkiraan realisasi

keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada

laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(23) Perkiraan maju (foruard estimatel sebagaimana

dima](sud pada ayat (13) hurul i, merupakan

perhitungan kebutuhan dara untuk taiun anggaran

berikutnya dari tahun yang direncanakan guna

memastikan kesinambungan program dan kegiatan

yang telah disetujui darr menjadi dasar penyusunan

anggaran tahun berikutnya.

(24) Rencana pengeluarar investasi/modal sebagaimarta

dimaksud pada ayat (13) huruf j, merupakan rencana

pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(25) Ringkasan pendapatan darl biaya untuk konsolidasi

dengan RKA-Dinas Kesehatan/APBD sebagaimana

diEaksud pada ayat (13) huruf k, merupal<an

ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang

disesuaikal dengan

Kesehatan/APBD.

format RKA-Dinas

(26) Untuk BLUD-Puskesmas, RBA sebagaimana

dimaksud dalam ayat ll2l disusun dan

dikonsotidasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan.

(27) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

dipersamakan sebagai RKA-hrskesmas.

1. isl,
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(28) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

disampaikan kepada kepala Dinas Keschatan untuk
dibahas sebagai bagian dari RI(A-Dinas Kesehatan.

(29) RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (28), disampaikan kepada

Pejabat Pengelota Keuangan Daerah (PPKD).

(3O) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) atau

RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (29), oleh PPKD disampaikan

kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

untuk dilakukan penelaahan.

(31) RBA yang telah dilakukan penelaalan oleh TAPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3O), disampaikan

kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan

Peraturar Daerah tentang APBD.

(32) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD

melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk

ditetapkan menjadi RBA dehnitif.

(33) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (32),

dipakai sebagai dasar pen5msunan DPA-BLUD untuk

diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagiar Keempat

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 32

(U DPA-BLUD sebagaimara dimaksud dalam Pasal 31

ayat (33), mencakup antara lain:

a. pendapatan dan biaya;

b- proyeksi arus kas; dan

c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang

akan dihasilkan.

(2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar

pelaksanaan anggaran.

u
35

A$7.



(3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

(41 Dalam hal DPA-BLUD sebagaima.na dimaksud pada

ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat

melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya

sebe8ar angka DPA-BLUD tahun scbelumnya.

(5) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD

scbagaimana dimaksud dal,am ayat (2), rnenjadi dassr

penarikan dana yang bersumber dari APtsD.

(6) Penaril€n dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

digunakan untuk belanja peggwai, belanja modal,

barartg dan/atau jasa, dilatnrkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa

scbagaimana dimaksud dalam ayat (6), scbesar selisih

(nisnotdtl jumlah kas yang tersedia ditambah

dengaa aliran kas masuk yang diharapkan dengan

jumlah pcngeluaran yang dipmyeksikan, dengan

memperhatikan anggaran kas yang telah dit€tapkan

dalam DPA-BLUD.

(8) DPA-BLUD menjadi lampiran peianjian kinerja yang

ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

(9) Pcrjuojian kincrja scbagaima.na dimaksud pada ayat

(8), merupakan rnanifestasi hubungan kerja antara

Bupati dengan pemimpin BLUD, yang ditrtanglan

dalam perjanjian kinerja (contractual prformane
agrcenEn!.

(fO) Dalam perja4iian kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (8), Bupati menugaskan pemhrrpiri RI,UD

untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum

dan berhak mengelola dana sceuai yang trrcantum

dalam DPA-BLUD.



PARAF (arrRDlNASI

(1f) Perjanjian kincrja sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), antara lain memuat kesanggupan untuk

meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

c, manfaat bagi masyarakat.

BaSian Kelima

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungiawaban

Pasal 33

(1) BLUD mcncrapkan sistem informasi manajcmcn

kcuangan scsuai dengan kebutuhan praktik bienis

yang sehat.

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat deh'n

dokumen pendukung yang dikelola secara tcrtib'

(3) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan

scbagaimara dimaksud pada ayat (f), menggunskan

basis alcual baik dalam pengakuan Pendapatan,

biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(4) BLUD mengcmbangkan dan mcnerapkan sistem

akuntansi dengan berpedoman pada standar

akunransi yang bcrlaku untuk BLUD yang

bersangkutan dan ditetapksn oleh Bupeti.

Pasal 34

(1) Iaporan keuangian BLUD terdiri dari:

a. Neraca yang mengganrbarkan Posisi keuangan

mengenai aset, kevajiban, den ekuitas dana Pada

tanggal tertentu;

b. Laporan operasional yang berisi innormasi jumlah

pendapatan dan biaya BLUD selana satu periode;

arf,,



c. Iaporan arua kaa yang menyajikan informasi kas

berkaitan dengan alrtivitas operasional, investasi,

dan ahivitas pendanaan dan/atau pembiayaan

yang menggambarkan saldo as'al, penerimaan,

pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode

tertentu; dan

d. Catatan at8.s laporan keuangan yang berisi

pcnjelasan naratif atau rincian dari angka yang

tertera dalqyn laPoran keuangan.

(2) Iaporan keuangan scbaAaimana dimakud pada ayet

(1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan

informasi pencapa.ian hasil/ Leluaran BLUD.

(3) Laporan keuangan sebagBimana dimaksud Pada ayat

(1), diaudit oleh pemeriksa eksternsl sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(a) Setiap triwulan BLUD-hrskesmas menlmsun dan

menyampaikan laporan operaeional dan laporan arus

kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kes€hatan,

paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pcriode

pelaporan bcrakhir.

(5) Setiap Bemesteran den tahunan BLIID-Puskcsmas

wajib men1rusun dan menyampail<an laporan

kcuangan lengkap yang tcrdiri dari Laporan

operasional, neraca, laporan arus kas dan cetata[

atas l,aporan keuangan disertai laPoran kin€rja

kepada PPKD melalui lGpala Dinas Kesehatan untuk

dikonsolidasikan ke datam laporan keuangan Dinas

Kesehatan dan pernerintah daerah, pafing lambat 2

(dua) bulan set€lah periode pelaporan beraldtir.

(Q PenSrsunan laporan keuangan sebageimana

dimaksud dalam ayat (4) dan dafam ayat (5) untuk

kcpentingan konsolidasi, dilakr.rkan berdasarkan

standar akuntansi pemerintah.

-.nDiN{sI



BAB)(II

PENGEI.OLAAN SUMBER DAYA I.AIN

Pasal 35

(f| Sumber daya lain qdalqh seluruh aset dan kegistan

yang menghasilkan pendaPatan diluar pendape.tan

opcrasional dan dikclola olch Puskcsmas'

(2) Pengclolaan sumber daya l,ain diupayakan unhrk

meningkatlGn mutu pelayanan dan oPerasional serta

kelancaran hrgas pokok dan fungsi Puskesmas.

(3) Pengelolaan sumber daya yang berupa slat kesehatan

wajib dilakukan kalibrasi alat sccara berkala.

(4) Sistem pengplolaan sumber daya lain disusulkan oleh

Kepala Puske"mas melalui Kepala Dinas Kesehatan

untuk dit3tapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEIOIAAN LINEKUNGAN

Pasal 36

Dalam menjaga kelestarian lingkungan, Puskesmas

wajib mengelola limbah Puskesmas melalui

pcnJrusutran VPL lupaya Fcngelol,aan t ingkungan)

dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangEn.

Pengelolaan limbqh sebagaimana diinaksr'd Pada ayat

(f) melipud pengelolaan timbah padat dan cair,

pcngawasan, dan pengendalian veldor.

Pengelotraan limbah cair wajib memenuhi syarat baku

mutu yang ditetapkan sccara nasional dan regional

meliputi pengelolaan secara kimiawi, flsik dan biologis

s€belum dibuang ke lingkungan-

Dalam mengelola limbah padat (samPah), Puskesmas

wajib nemiealrkan sanpah medis dari sarnpah non

medis.

Pengelolaan sampah media wajib mematuhi

ketenhran peraturan perundang-undangan.

(u
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(3)

(4)

(5)
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BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

B'gian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

Fembinaan teknis Pus&esmae dilaku.kan olch l(epala

Dinas Kea€hatan.

Pcmbinaan keuangan Puskc$nas dilakukan oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah [PPKD].

Bagian Kedua

Pengawasan

Pagal 38

(1) Fengawasan Puskeaoas dilskukan oleh InBpelitorat

I(abupaten.

(2) Perrgawasan opcrasional dapat dil,akukan olch Satuan

Pengav/as Intcmal (SPI).

BAB XV

EVALUASI DAN PEMI,AIAN KINER.'A

Pasal 39

Evaluasi dan pcnilaian Kinerja BlUD-Puskesrnag

dilakukan setiap tahun oleh Bupati terhadaP aspek

keuangan dan non kquangan,

Evaluasi yang dilakukan scbagaimana dimaksud pada

ayat (1), dipcrgunakan untuk mengukur tingkat

pencapaian hasil PPK-BLUD sebegBimana ditctapkan

dFlarri Rencana Stnt€gis Bisnis (Renstra Bisnis) dan

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

(r)

at



BABXVI

KETENruAN IAIN.IAIN
Pasal 40

Bupati berserrarg unhrk mcnetapkan bcrbq8ai ketenhran

dan pelaturan pclaksanaan unhrk meleksana&an potra

tata kelola ini, yang Bcliputi Fcraturan Prrskeslnas,

Peraturan tentang ketrnaSaan, serta poraturan lain yang

tidak dicantumkan dqle"n pola tata lrclola ini atas usulsn

Kcpala Puskesmas.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal4l

Feraturan ini berlaku sejak tangBl ditctapr.an.

Agar sctiap orang mcngetahuinya, memcrintahkan

Fengtmdan8an Feraturan Bupati ini dertgEn

penenpatantrya dslqrn Berita Dacfch Ikbupatrn Musi

Rawas.

DitctaDkan di Muara Beliti
padA;nssC L 9a4o 2ors
BUPATI RAWAS,

Diundangkan di Muara Bcliti
pada -.oEel e WNfg 21lg
SEKREf,ARIS DAERATI
KABUPAIEN MUSI RAWAS,

BERITA DAERAH KABI'PAIEN MUSI RAWAS TATIT'N 2019 NOMOR.ff
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I.AMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR , ?3 TAHUN 2019
TEIYTANG TATA KELOLA BADAN
IAYANAN UMUM DAERATT PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SEI.ANGIT KABUPATEN MUSI
RAWAS

PROSEDI]R KER.IA PUSKESMAS SEI.ANGIT

I. SoP Petrayanan

A. SOP pada Upaya l(esehatan Ferorangan (Ul(9 Puskesrnas

Selangit

l. SOP Pelayanan Gawat Darurat;

a. SOP Penerimasn Pasien;

b. SOP Pemulangan Pasicn; dan

c. SOP Pembal.aran Pasien:

f) Tunai

2) Non Ttrnai

2. SOP Pelayanan Rawat Jalan;

a. SOP Penerimaan Pasien;

b. SOP Pemulangan Pasieq dan

c. SOP Pembayaran Pasien:

f) Tunai

2l Non Trrnai

3. SOP Persalinan;

4. SOP Pelayanan La.boratorium Sederhana;

5. SOP Felayanan Farrrasi;

6. SOP Pelayanan Gizi;

7. SOP Felayanan Pasien Keluarga Miskin;

8. SOP Pel,ayanan Rekam Medik;

9. SOP Peneelolaan Limbah;

10. SOP Administrasi d8n Manajemen;

I I " SOP Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah;

12. SOP Pemeliharaan;

13. SOP Fencegahan dan Fengendalian Infeksi; dan

14. SOP Pelayanan Keamarnn.
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B. SOP pada Upaya Keschatan Masyarakat (UKM) R-rskesmas

Selangit

1. SOP Felayanen IGs€hatan Ibu Hamil;

2. SOP Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

3. SOP Peluyanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;

4. SOP Pelayanan Kesehatan Balita;

5. SOP FetrEyenan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;

6. sOP Pel,ayanafl Kesehatan pada Usia Produldif;

7. SOP Pel,ayanan Keschaten pada Usia Lanjut;

8. SOP Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;

9. SOP Pelayanan Kesehatan Penderita Diabctcs Melihrs;

10. SOP Pelaysnan Kesehamn Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;

l1.SOP Pelayanan Kesehatan orang denSen Tuberkulosis (Its);

dan

12. SOP Felayanan l(es€hatan Orang dcngan Risiko Tcrinfeksi HtV.

II. SOP Selain Pelayanan

A. SOP Pegawai

1. SOP Rekrrimen Fegawai;

2. SOP Pengembangan dan Kompetensi; dan

3. SOP Pemberhentian Pegawai

B. SOP sarana dan Prasarana

1. SOP Pengadaan

2. SOP Pemeliharaan

t(0,1rDiN,1$l


